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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 430 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA

Menimbang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

:a. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi Badan Komunikdan

Informatika Kota Bandung telah diatur dengan Pesstu\Walikota
Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugalsok dan
Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis D&etahBandung;

. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Bartdung Nomor 13

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan D#&etahBandung
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan SusDngenisasi
Dinas Daerah Kota Bandung, di mana didalamnya teélaéntuk Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, maka bsadean amanat
Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1@8nT2007 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Bahdung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daevtdn Bandung
Nomor 13 Tahun 2009, Rincian Tugas Pokok, Fungsijdn Tugas dan
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika periatdr lebih lanjut

oleh Walikota Bandung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimd&tard huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tenRingian Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinasn#mkasi dan

Informatika Kota Bandung;

Mengingat ...



Mengingat

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Urdiasgng Nomor
43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Niepte;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®daerah
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya detgmiang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangb&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [I Bandung dendabupaten
Daerah Tingkat Il Bandung;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentandp&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Bd@ravinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangganasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@&7tang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat baera

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 188tng Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@@fahg Urusan
Pemerintahan Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 206iitang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Bahdung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daertdn Bandung
Nomor 13 Tahun 2009;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2088tang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPaRD) Z005-
2025;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2068tang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RH3WD) 2009-
2013;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200&ig Tata Cara
Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersameputésan
Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN : ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTWG RINCIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIANTUGAS DAN TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

Daerah adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

Walikota adalah Walikota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyagtisi SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Petaéribaerah.

a kr w0 N e

6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informakkaa Bandung.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi bdormatika Kota
Bandung.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disindk®T adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah da
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sskset

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompolkaWagNegeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara perarh pgjabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang seengad profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dagsif Dinas

Daerah.

BAB Il
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh sseuy Kepala Dinas.

(2) Kepala ...



(2)

3)

(4)

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpimrmengatur,
merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, knerdjnasikan
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakais fgelaksanaan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otodamitugas
pembantuan di bidang komunikasi dan informatikauaiesdengan
kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimalesiadayat (2),

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis lingkup komunikasi adiormatika;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanam dingkup
pos komunikasi dan informatika;

C. pengawasan, pengendalian, pembinaan pelaksangas litugkup pos
dan telekomunikasi, telematika, desiminasi imfasi serta
hubungan masyarakat;

d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaarsiuizen

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota aesdengan tugas
pokok dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a. merumuskan dan menetapkan program dan kegiatamas
komunikasi dan informatika berdasarkan kebijakamum daerah
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyelenggarakan pemberian rekomendasi untuk pemdikantor
pusat jasa titipan sesuai dengan kewenangannya;

c. menyelenggarakan pemberian izin jasa titipan urkektor agen
sesuai dengan kewenangannya;

d. menyelenggarakan penertiban jasa titipan untukokaagen sesuai
dengan kewenangannya,

e. menyelengggarakan pemberian izin penye kg
telekomunikasi  khusus untuk keperluan pemerindaim badan
hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tdakggunakan
spektrum frekuensi radio sesuai dengan kewenanganny

f. menyelenggarakan pemberian rekomendasi terhadampenan izin
penyelenggaraan jaringan tetap tertutagal wireline (end to end)
cakupan kota sesuai dengan kewenangannya;

g. menyelenggarakan pemberian rekomendasi wilgyabritas untuk

pembangunan kewajiban  pelayanan universal di bidang

telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;

h. menyelenggarakan ...



. menyelenggarakan pemberian izin terhadap instalakabel
rumah/gedung (IKR/G) sesuai dengan kewenangannya;

i. menyelenggarakan pengawasan/pengendalian terhadap

penyelenggaraan telekomunikasi cakupan kota, pengghraan

warung telekomunikasi, warung seluler atau sejgmisn

j. menyelenggarakan pemberian izin kantor cabang alet pelayanan

operator sesuai dengan kewenangannya,

. menyelenggarakan ~ penanggung jawab  panggilan  darurat
telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya,

. menyelenggarakan pemberian izin mendirikan bangun@¥B)
menara telekomunikasi sebagai sarana dan prastei@kamunikasi
sesuai dengan kewenangannya;

.menyelenggarakan pemberian izin galian untuk kaparpenggelaran
kebel telekomunikasi dalam satu kota sesuai dekgaenangannya;

. menyelenggarakan pemberian izilinder Ordonantie (Ordonansi
Gangguan) sesuai dengan kewenangannya,

. menyelenggarakan pemberian izin instalasi penangk#ir sesuai
dengan kewenangannya,

. menyelenggarakan pemberian izin instalasi gensstiasedengan
kewenangannya;

. menyelenggarakan pengendalian dan penertiban tgh@elanggaran
standarisasi pos dan telekomunikasi;

. menyelenggarakan pemberian izin usaha perdagangapesangkat
telekomunikasi sesuai dengan kewenangannya;

. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan koordipasiyelenggaran
pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuads di daerah;

. menyelenggarakan pemberian rekomendasi persyasatanmnistrasi
dan kelayakan data teknis terhadap permohonarpéigelenggaraan
radio sesuai dengan kewenangannya;

. menyelenggarakan pemberian izin lokasi pembangwstadio dan
stasiun pemancar radio dan/atau televisi sesuai gaten
kewenangannya;

. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pemlyaaa komunikasi
sosial skala kota;

. menyelenggarakan diseminasi informasi nasional,

. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengedoa kemitraan
media skala kota;

. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPT;

Z. merumuskan ...



z. merumuskan telaahan staf sebagai bahan rumusgakebidibidang
komunikasi dan informatika;
aa. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKP®nerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;
bb. monitoring laporan pelaksanaan kebijakan damgdkomunikasi dan
informatika sebagai bahan pertanggungjawaban kgmpaganan; dan
cc. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesugjatetugas pokok dan

fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan isebagas pokok
Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tuggkum pengelolaan
dan pelayanan kesekretariatan dan pengkoordinagjas-tugas bidang.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimglexladayat (2),
Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan rekegaalinas;

b. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelaga
administrasi kesekretariatan dinas yang meliputhiagtrasi umum
dan kepegawaian, program dan keuangan;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan twggas-bidang;

d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporaet&eglinas;

e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dtegi
kesekretariatan; dan

f. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai tugasokp dan
fungsinya.

(4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

a. merencanakan program dan rencana kerja kesektatabardasarkan
kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksdugas;

b. mengkoordinasikan penyusunan program, rencana ,kedan
pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

c. mengkaji rumusan kebijakan administrative kesekiggtn dinas;

d . menyelenggarakan ...



(5)

(1)

. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan baharusan

kebijakan teknis operasional di biddang pendidikan;

. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiamelotaan

umum dan kepegawaian;

. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiamgelodan

keuangan;

. menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan kencimtasian

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpastakrotokol

dan hubungan masyarakat;

. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dagtamem

Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabiliaeerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggamgpan
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan D4eRPD) dan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {IPR1As;

i. menyelenggarakan pembinaan jabatan Fungsional;

. mengkaji telaahan staf sebagai bahan perumusan jakaibi

kesekretariatan;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pebkdsatugas

kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawapau& pimpinan;

dan

m.melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tygasok dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagairdanaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahkan
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Program,;

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh segordapala

Subbagian.

(2) Kepala ...



(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyais tpgkok

3)

melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris ngkelayanan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgleial ayat (2),
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunygsiun

a. penyusunan rencana dan program lingkup administragim dan

kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perigato naskah

dinas, penataan kearsipan dinas. Penyelenggaraamddetanggaan
dinas, dan pengelolaan perlengkapan;

pelaksanaan administrasi kepegawaian yang uteligegiatan,
penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, memyibphan
usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawdan
kesejahteraan pegawai; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporarkdipgadministrasi

umum dan kepegawaian.

(4) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegavealatah sebagai
berikut :

a.

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidangm dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun rencana dan program kerja operasional atikegi
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahambinean
dokumentasi dan kearsipan si lingkungan dinas;

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan peagirsurat-surat,
naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi sertsipxaayr
menyiapan bahan dan pemeriksaan penulisandakah dinas;
melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-dinas;
melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamkeimmtiban
dan kebersihan kantor;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkutaggnor, gedung
kantor, kendaraan dinas dan asset lainnya;

menyusun administrasi dan penyiapan rencanatldedn sarana dan
prasarana perlengkapan dinas;

melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendsaih inventarisasi

dan pencatatan perlengkapan dinas;

k. melaksanakan ...



k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendotasiag
peraturan perundang-undangan;

|.  melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penganpa dan
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

m. menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasindaasi
pegawai;

n. menyusun dan penyiapan bahan administrasi kepegawgang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiuartikk pegawai,
karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin darmrmbpean
penghargaan serta peningkatan kesejahterraan pegawa

0. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk  mengikuti
pendidikan /pelatihan struktural, teknis dan fuogal serta ujian
dinas;

p. melaksanaan fasilitasi pembinaan umum kepegawaiaan d
pengembangan kerier serta disiplin pegawai;

g. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasiyredan cuti
pegawai;

r. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan &strasii Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftardépangkatan
(DUK);

s. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakaidahg administrasi
umum dan kepegawaian;

t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPBmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporéakge@naan tugas;
dan

v. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai debgdang tugas

pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Program

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh sgorkepala
Subbagian.

(2) Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyais tyopkok
melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris [indauangan dan
program.

(3) Dalam ...
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(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimadesial ayat (2),

(4)

Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a.

pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunaamarkeuangan dan
program kegiatan Dinas;

pelaksanaan penyusunan program dan rencana kega;Di
pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknigasayeal
pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang komsinildan
informatika;

pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan péshann program
dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusulzgooran
pelaksanaan tugas, program dan kegiatan dinas
pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusuplaporan
pelaksanaan urusan pemerintahan dan dan kebijakahiddng
komunikasi dan informatika; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporakuindgegiatan sub

bagian keuangan dan program.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Progdatah sebagai
berikut :

a.

menyusun program dan rencana kerja di bidangrigan dan program
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyimpanan pengelolaan data damsisfermasi
bidang komunikasi dan informatika;

melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dangkoemdinasian
penyusunan keuangan dan program serta rencandakedinas;
melaksakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pemasurencana
strategis Dinas;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi damsuk@si
pelaksanaan penyusunan keuangan dan program;

melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian damyysunan Rencana
Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinénstansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (()KRaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) danrmia$o
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas;
melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pengnstancangan

peraturan perundang-undangan di bidang komunileasirdormatika;

h. memeriksa ...



(1)
(@)

@)

(4)

11

memeriksa/mengoreksi data untuk bahan penyusunanargan
anggaran pelaksanaan program dam kegiatan dinas;

membuat telaahan staf sebagai bahan kajiaijakeb di bidang
administrasi keuangan dan program,;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPBxerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaamangan dan
program serta kegiatan dinas;

melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian danyysinan laporan
pelaksanaan keuangan dan program, kegiatan, kabijd&n urusan
pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporazkpahaan tugas;
dan

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai debgiang tugas

pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pos dan Telekomunikasi
Pasal 6

Bidang Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh Kegatiang.

Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai stugakok

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinakulngpos dan

telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbada ayat (2),

Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyaisiung

a.

perencanaan dan penyusunan program lingkup gepéealian dan
telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekiéasi;
penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendaliantdekomunikasi
serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi;

pelaksanaan lingkup  pengendalian dan telekdwmsin serta
pemberdayaan pos dan telekomunikas; dan

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaangkuip
pengendalian dan telekomunikasi serta pemberdaysen dan

telekomunikasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Pos dan Telekomunikdsilah sebagai
berikut :

a. menyusun ...
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menyusun rencana dan program bidang pos dakotalnikasi
berdasarkan kebijakan dan arahan dari kepala dioasunikasi dan
Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pedomataksanaan
program pengendalian pos dan telekomunikasi, petalgaan pos dan
telekomunikasi sebagai bahan rumusan kebijakan;

monitoring pelaksanaan kebijakan pos dan tetekokasi sesuai
dengan rencana program untuk mencapai sasaran YVelab
ditentukan;

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaanmbgrian
rekomendasi untuk pendirian jasa titipan baik unkator pusat
maupun kantor agen; Melaksanakan monitoring dan bperan
pelaksanaan Pemberian izin penyelenggaraan telekkasii khusus
untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yangpeakareanya
kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuadms;

. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelakesarRemberian
rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaj@aangan
tetap tertutup locakireline (end to end) cakupan kota;

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksaremberian
rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan afiban
pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaaibgyian ijin
terhadap instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
Pengawasan/penngendalian terhadap penyelenggaiakonunikasi
yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan
telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan wardegoteunikasi,
warung seluler atau sejenisnya;

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksaRamberian izin
kantor cabang dan loket pelayanan operator;

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksaf®enanggung
jawab panggilan darurat telekomunikasi;

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksareabgyian Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikadasgai sarana
dan prasarana telekomunikasi;

melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksapamberian Izin
Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekokasnidalam satu
kota;

m. melaksanakan ...
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m. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksarsabgyian Izin
Hinder Ordonantie (ordonansi gangguan);

n. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksareabgyian Izin
Instalasi Penangkal Petir;

0. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksarerabgyian I1zin
Instalasi Genset;

p. mengkaji telaahan staf sebagai bahan perumusajakaipos dan
telekomunikasi ;

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

r. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuajatetugas pokok dan
fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimgkada ayat (2) dan
ayat (3), Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi naswmabkan :
a. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi.

b. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

Pasal 7

(1) Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi dipimieim seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala Sesksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasinmpunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidangdto3$elekomunikasi lingkup
pengendalian pos dan telekomunikasi.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimadexiadayat (2), Kepala Seksi
Pengendalian Pos dan Telekomunikasi mempunyaiifungs
a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penligmdgos dan
telekomunikasi;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalcs dan telekomunikasi;

c. pelaksanaan lingkup pengendalian pos dan telekdasini yang meliputi
pendataan agen pengiriman paket dan wartel, pearbie&nis penyelenggaraan
pos dan telekomunikasi;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyeigmgga pos dan
telekomunikasi; dan;

e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penti@ndapos dan
telekomunikasi.

(4) Uraian ...
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(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Pos darkoreleikasi adalah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja ¢tiebidang pengendalian
pos dan telekomunikasi sebagai pedoman pelaksangast

b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahani sesgan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara efektif
dan efisien;

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhaéagelgnggaraan
telekomunikasi yang cakupan areanya kota, penygéagn warung
telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;

d. melaksanakan Pengendalian dan penertiban terhaglapggaran standarisasi
pos dan telekomunikasi;

e. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana petetamunikasi;
melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksana@gyian rekomendasi
untuk pendirian jasa titipan baik untuk kantor gusaupun kantor agen;

g. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaambd®ian izin
penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk kegrenhemerintah dan badan
hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidakygneakan spectrum
frekuensi radio;

h. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaarbdtian rekomendasi
terhadap permohonan izin penyelenggaraan jarirggap tertutup locaklireline
(end to end) cakupan kota;

i. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaarbdtian rekomendasi
wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban patay universal di bidang
telekomunikasi;

].  melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaarbd?ian ijin terhadap
instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

k. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
Pengawasan/penngendalian terhadap penyelenggasdekontunikasi yang
cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunaroneleikasi perdesaan,
penyelenggaraan warung telekomunikasi, warungesedtihu sejenisnya;

I.  melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaarbd®ian izin kantor
cabang dan loket pelayanan operator;

m. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaaranBgung jawab
panggilan darurat telekomunikasi;

n. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaambgrian Izin
Mendirikan Bangunan Menara (IMB) Telekomunikasbagai sarana dan
prasarana telekomunikasi;

0. melaksanakan ...



(1)
(2)

3)
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0. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanearbgrian Izin Galian
untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikdandaatu kota;

p. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanearbgrian IzinHinder
Ordonantie (Ordonansi Gangguan);

g. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaabegyian Izin Instalasi
Penangkal Petir;

r. melaksanakan monitoring dan pembinaan pelaksanaategyian Izin Instalasi
Genset;

s. menyiapkan dan menyusun bahan pengawasan dan pafigen
penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;

t. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan lagmekksanaan lingkup
pengendalian pos dan telekomunikasi;

u. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kamjakan umum di bidang
seksi pengendalian pos dan telekomunikasi oleh ipenp

v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPmeFRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

w. melaksakan pembinaan, monitoring, evaluasi, darappein pelaksanaan
program seksi pengendalian Pos dan Telekomunikadagai bahan
pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

X. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai deriggas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Pos Dan Telekomunikasi
Pasal 8

Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi dipioipinseorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasiporg/ai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidangdto3$elekomunikasi lingkup

pemberdayaan pos dan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgksiadayat (2), Kepala Seksi

Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi mempunyaiifungs

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemy@ada pos dan
telekomunikasi;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdapaa dan telekomunikasi;

c. pelaksanaan lingkup pemberdayaan pos dan telek&asiniyang meliputi
fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan pos danotalekikasi penyediaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana pos dan telekasiursebagai media
informasi; dan

d. evaluasi ...



(4)

(1)
(@)
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d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemyeada pos dan
telekomunikasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Pos dakohal@ikasi adalah sebagai

berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja #iebidang pemberdayaan
pos dan telekomunikasi sebagai pedoman pelaksangast

b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahani stengan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapesdinakan secara efektif dan
efisien;

c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdaysaryelenggaraan pos dan
telekomunikasi

d. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pos ekonteinikasi;

e. melaksanakan penyediaan dan pamanfaatan saranaprdaarana pos dan
telekomunikasi sebagai media informasi;

f. menyusun rencana dan memfasilitasi pembinaan dambgréayaan pos dan
telekomunikasi dengan penyediaan dan pemanfaatanasdan prasarana pos dan
telekomunikasi sebagai media informasi;

g. menyiapkan dan menyusun bahan pengawasan dan pEyd@n pos dan
telekomunikasi;

h. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan lappetaksanaan lingkup
pemberdayaan pos dan telekomunikasi;

i. menyiapkan bahan telaah staf sebagai bahan karakeabijakan umum di bidang

seksi pemberdayaan pos dan telekomunikasi olehipamp

j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPMeHRatah Provinsi dan

Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dalappen pelaksanaan
program seksi pemberdayaan pos dan telekomunikabagai bahan
pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

I. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai detug@as pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Telematika
Pasal 9

Bidang Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Bgla
Kepala Bidang Telematika mempunyai tugas pokok kselaakan sebagian tugas
pokok Kepala Dinas lingkup Telematika.

(3) Untuk ...
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagadd ayat (2), Kepala

(4)

(5)

Bidang Telematika mempunyai fungsi :

a.

perencanaan dan penyusunan program lingkup sdamarasarana telematika
sertae-government dan pemberdayaan telematika;

penyusunan petunjuk teknis lingkup sarana dan raasatelematika serta
e-goverment dan pemberdayaan telematika;

pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telemseita e-government dan

pemberdayaan telematika; dan

. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaarkuipgsarana dan prasarana

telematika serta-government dan pemberdayaan telematika.

Uraian tugas Kepala Bidang Telematika adalah selbagikut :

a.

merencanakan program bidang telematika berdas&edasijakan dan arahan dari

Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memantau pelaksanaan kebijakan telematika sesummanma program untuk

mencapai sasaran yang telah ditentukan;

mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang saramaptasarana telematika serta

e-grovernment dan pemberdayaan telematika sebagai bahan rurkebaakan;

. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pe&dsatugas bidang

telematika;

mengkaji bahan telaahan staf sebagai badan perarkaebgakan telematika;

f. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPInedatah Provinsi dan

g.

Pemerintah Pusat; dan

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai detug@as pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimiamaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), Kepala Bidang Telematika membawakan :

a.
b.

Seksi Sarana dan Prasarana Telematika,
Seksie-government dan Pemberdayaan Telematika,

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Telematika
Pasal 10

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Telematika dipimpinsel@tang Kepala Seksi.

(2) Kepala ...



18

(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika meaipunigas pokok

®3)

®3)

melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala BidargmBbdika lingkup sarana dan

prasarana Telematika.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagkadd ayat (2), Kepala

Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunygsi fun

a.
b.

C.

d.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup saenprdsarana telematika,
penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup sarangpdasarana telematika;
pelaksanaan lingkup sarana dan prasarana telemagdag meliputi
pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusueacana teknis
pengembangan sistem teknologi informasi serta rekola@si mutu sistem
informasi, perangkat lunak, perangkat keras datersigaringan interkoneksi
data serta penyusunan database, penyusunan Réndakd@engembangan dan
Rencana Detail pengembangan teknologi informagiattagerta pengkajian dan
kerjasama teknik lingkup teknologi informasi; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sammpardsarana telematika.

Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasdelamatika adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja #ebidang Sarana dan
Prasarana Telematika sebagai pedoman pelaksargze) tu

menyusun, merencanakan dan mengembangkan Tekihdiognasi;
melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahani skswgan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara efektif
dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawdbagan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanaatram sebagai bahan
untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai badrdla@n kinerja bawahan;
memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijak@mas dan prasarana
telematika,

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peosmntaan evaluasi
pelaksanaan sarana dan prasarana telematika,

meyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassylelaksanaan sarana
dan prasarana telematika,

menyiapkan data untuk bahan kajian pembangunamaadan prasarana
telematika;

mengidentifikasi dan memfasilitasai pembinaan sa@an prasarana telematika
dengan penyediaan dan pemanfaatan sarana danapeagalematika sebagai

media informasi;

J. menyusun ...
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J.  menyusun bahan pengawasan sarana dan prasaranatitcie

k. menyusun dan meyiapkan bahan evaluasi dan lapetaksanan lingkup sarana
dan prasarana telematika,

.  membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kehijakaum di bidang seksi
sarana dan prasarana telematika oleh pimpinan;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPiheRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat; dan

n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi ddappen pelaksanaan
program seksi sarana dan prasarana telematika aebdmphan
pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

0. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai deriggas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksie-government dan Pemberdayaan Telematika
Pasal 11

(1) Seksie-goverment dan Pemberdayaan Telematika dipimpin oleh seokéegala
Seksi.

(2) Kepala Sekse-government dan Pemberdayaan Telematika mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala BidaregmBdika lingkupe-gover ment
dan Pemberdayaan Telematika.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgkadd ayat (2), Kepala
Seksie-goverment dan Pemberdayaan Telematika mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingggoverment dan pemberdayaan
telematika,

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingk@pgoverment dan pemberdayaan
telematika;

c. pelaksanaan lingkup-goverment dan pemberdayaan telematika yang meliputi
pengumpulan dan penganalisaan data dan penyusueacana teknis
pembangunan sistem teknologi informasi serta p&etrignak, perangkat keras
dan sistem jaringan interkoneksi data, pengeloiagstruktur jaringan (internet
dan intranet), pengelolaavebsite Kota Bandung;

d. pelaporan pelaksanaan lingkesgover ment dan pemberdayaan telematika.

(4) Uraian tugas Kepala Sekstgovernment dan Pemberdayaan Telematika adalah

sebagai berikut :

a. menyusun ...
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. menyusun rencana teknis operasional dan prograja #ebidange-government
dan Pemberdayaan Telematika sebagia pedoman psdakstigas;

. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahani sksugan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapessdinakan secara efektif dan
efisien;

. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawaeagan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanpraignam sebagai bahan
untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai badw@taan kinerja bawahan;

. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakgovernment dan
pemberdayaan telematika;

. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pevantalan evaluasi
pelaksanaas-government dan pemberdayaan telematika;

. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kasswlan pemberdayaan
telematika,

. melaksanankan pengembangan dan pembangunan tekntdogasi;

. menganalisa data untuk bahan Kkajian pengembanggovernment dan

pemberdayaan telematika;

i. menyusun dan memfasilitasi pembinaagovernment dan pemberdayaan

telematika sebagai media informasi;

j. melaksanakan pemberian izin galian untuk penggelkeabel telekomunikasi, izin

prdonasi gangguan, izin instalasi penangkal petir gknset;

. menyiapkan dan menyusun bahan pembinagavernment dan pemberdayaan
telematika;

. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan lagapaksanaan lingkup
e-government dan pemberdayaan telematika;

.menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kamjakan umum di bidang
seksie-government dan Pemberdayaan Telematika oleh pimpinan;

. melaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi darappedn pelaksanaan
program Seksi e-Government dan Pemberdayaan Tékemaebagai bahan
pertanggungjawaban kepada pimpinan;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIMmeRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat; dan

. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai detuggs pokok dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Kelima
Bidang Desiminasi Infomasi
Pasal 12

(1) Bidang Desiminasi Informasi dipimpin oleh Kepala&ng.

(2) Kepala Bidang Desiminasi Informasi mempunyai tugaskok melaksanakan

®3)

(4)

sebagian tugas pokok Kepala Dinas tika lingkupingiesisi informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagadd ayat (2), Kepala

Bidang Desiminasi Informasi mempunyai fungsi :

a.

perencanaan dan penyusunan program lingkup PeagelBlata Informasi, serta
Komunikasi dan Multimedia;

pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dam bagigjakan Pengelolaan
Data Informasi, serta Komunikasi dan Multimedia;

pelaksanaan lingkup Pengelolaan Data Informasifa sétomunikasi dan
Multimedia; dan;

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaarkuipg Pengelolaan Data

Informasi dan Komunikasi serta Multimedia.

Uraian tugas Kepala Bidang Desiminasi Informasiaudaebagai berikut :

a.

merencanakan program bidang desiminasi informadalsarkan kebijakan dan
arahan dari Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanges;

merencanakan program dan mengarahkan sasarankikebkapada bawahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan;

membina serta memberikan motivasi dan bimbingarad@pbawahan sesuai
dengan program yang telah ditetapkan;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksan@emberian
rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayadata teknis terhadap
permohonan izin penyelenggaraan radio;

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksarRemberian izin
lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar dadiatau televisi
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanBRelaksanaan
disiminasi informasi nasional;

memonitor pelaksanaan kebijakan desiminasi infermasuai dengan rencana
program untuk mencapai sasaran yang telah ditemtuka

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan marabandingkan
pelaksanaan tugas dengan rencana program agaoldipdrasil kerja yang
diharapkan;

i. mengkaji ...



(5)

(1)
(2)
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i. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pengoladeta dan informasi sarta
komunikasi dan multimedia sebagai bahan rumusaijeke,;

j.  mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaamiariog, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan lingkup pengolahan datanf@miasi serta komunikasi
dan multimedia;

k. mengkaji dan mengoreksi identifikasi program pengdan desiminasi
informasi sebagai bahan perumusan kebijakan;

I.  mengkaji bahan kebijakan pembinaan,monitoring daauasi serta pelaporan
pelaksanaan di bidang desiminasi informasi;

m. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pe&dsatugas bidang
desiminasi informasi;

n. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusamKkabiBidang Desiminasi
Informasi;

o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPiheRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

p. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi ddappen pelaksanaan
program Bidang Desiminasi Informasi sebagai bahantapggungjawaban
kepada pimpinan; dan

g. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dertggas pokok dan
fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimamaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), Kepala Bidang Desiminasi Informasi menduaian :

a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;

b. Seksi Komunikasi dan Multimedia.

Paragraf 1
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Pasal 13

Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oésltaang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memptunyas pokok melaksanakan

sebagian tugas pokok Kepala Bidang Desiminasrimdsi lingkup pengolahan data

dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimagadd ayat (2), Seksi

Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Perago@hata dan Informasi;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Pengol&eta dan Informasi;

c. pelaksanaan lingkup Pengolahan Data dan Informasg ymeliputi data dan
informasi pengaduan masyarakat baik dari medidrelek dan cetak serta tatap
muka; dan

d. evaluasi ...
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d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Persgol2hta dan Informasi.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan Data damtiafgiradalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja #ebidang pengolahan
Data dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaas; tuga

b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahani sesgan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara efektif
dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawdkagan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencaraaaam sebagai bahan
untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai baalaian kinerja bawahan;

d. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijaémgolphan data dan
informasi;

e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantaan evaluasi
pelaksanaan pengolahan data dan informasi;

f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kassupelaksanaan
pengolahan data dan informasi;

g. memeriksa/mengoreksi data untuk bahan kajian pebgegan pengolahan data
dan informasi;

h. melaksanakan pendistribusian pengaduan masyaragpad& dinas atau
lembaga/instalasi terkait;

i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kelongstd, pemberdayaan
model-model kerjasama kelompok-kelompok komunikasial,

j. menyiapkan dan menyusun bahan pengawasan pengolataatian informasi;

k. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan lagmkksanaan lingkup
pengolahan data dan informasi;

I.  menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kamjakan umum di bidang
Seksi Pengolahan Data dan Informasi oleh pimpinan;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPiheRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

n. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporakspakan program Seksi
Pengolahan Data dan Informasi sebagai bahan pguaggwaban kepada
pimpinan; dan

0. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dertggas pokok dan

fungsinya.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Seksi Komunikasi dan Multimedia
Pasal 14

(1) Seksi Komunikasi dan Multimedia dipimpin oleh sewy&epala Seksi.

(2) Kepala Seksi Komunikasi dan Multimedia mempunyaati pokok melaksanakan

sebagian tugas pokok Kepala Bidang Desiminasi tmésr lingkup komunikasi dan

pengaduan masyarakat.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimadesiadayat (2), Kepala Seksi

Komunikasi dan Multimedia mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

d.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup komsirdieen multimedia;
penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup komunikiasi multimedia;
pelaksanaan lingkup komunikasi dan multimedia yamgiputi menghimpun
dan menganalisa data yang diarsipkan, diimplemigataserta disosialisasikan
dalam bentuk multimedia, dan penerbitan media cetaka penyelenggaraan
media interaktif; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Komendan Multimedia.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Komunikasi dan Multimedialah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja #ebidang Komunikasi
dan Multimedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahani sEsygan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara efektif
dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas hawdbagan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanmaagam sebagai bahan
untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai batralaian kinerja bawahan;
menyiapkan data stasion radio dan televisi;

memberikan rekomendasi ijin pendirian stasionaadin televisi;

menyiapkan materi yang akan ditayangkan di meeitrenik;

memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakamnikasi dan
multimedia;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan evaluasi
pelaksanaan komunikasi dan multimedia;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kessupelaksanaan
komunikasi dan multimedia;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPeRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat; dan

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dertggas pokok dan
fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Keenam
Bidang Hubungan Masyarakat
Pasal 15

Bidang Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorangakeBidang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugasokp melaksanakan

sebagian tugas pokok Kepala Dinas lingkup Hubumhdasyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgiada ayat (2), Kepala

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a.

perencanaan dan penyusunan program lingkup pafipglan dokumentasi serta

kemintraan dan publikasi;

. penyusunan petunjuk teknis lingkup peliputan darkudentasi serta

kemintraan media dan publikasi;
pelaksanaan dan pengkoordinasian lingkup pelipd&m dokumentasi serta

kemintraan dan publikasi; dan

. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaagkuip peliputan dan

dokumentasi serta kemintraan dan publikasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakathdabagai berikut :

a.

merencanakan program bidang hubungan masyaralkdedaekan kebijakan dan

arahan dari Kepala Dinas sebagai pedoman pelaks&unges;

. menyelenggarakan dan mengarahkan sasaran kebljakada bawahan sesuai

dengan program yang telah ditetapkan;
membina serta memberikan motivasi dan bimbingarad@pbawahan untuk

bekerja secara efektif dan efisien;

. memonitoring pelaksanaan kebijakan hubungan masyfarasesuai rencana

program untuk mencapai sasaran yang telah ditemtuka

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan roambandingkan

pelaksanaan tugas dengan rencana program agaoldipdrasil kerja yang
diharapkan;
mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang peliputlam dokumentasi serta

kemitraan media dan publikasi sebagai bahan rumkedaijakan;

. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaamtaring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan doktaseserta kemitraan media
dan publikasi;

. mengkaji dan mengoreksi identifikasi program hulamgnasyarakat sebagai

bahan perumusan kebijakan;

I. mengkaji ...
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i. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring elaaduasi serta pelaporan
pelaksanaan bidang hubungan masyarakat;

J. melaksanakan tatausaha umum untuk mendukung pe&satugas bidang

hubungan masyarakat;

k. mengkaji telaahan staf sebagai bahan perumusamakabiBidang Hubungan
Masyarakat;

I. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPmeFRatah Provinsi dan

Pemerintah Pusat; dan

m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi ddappen pelaksanaan

program Bidang Hubungan Masyarakat sebagai baham@nggungjawaban

kepada pimpinan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai deriggas pokok dan

fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas dan pokok sebagaimana dudgkada ayat (2) dan ayat

(1)
(2)

®3)

(4)

(3), Kepala Bidang Hubungan Masyarakat membawakan :
a. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;

b. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi.

Paragraf 1
Seksi Peliputan dan Dokumentasi
Pasal 16

Seksi Peliputan dan Dokumentasi dipimpin oleh septeepala Seksi.

Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunygastipokok melaksanakan

sebagian tugas pokok Kepala Bidang Hubungan Masgaliagkup peliputan dan

dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtada ayat (2), Kepala

Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pehmdaa dokumentasi;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputam dokumentasi;

c. pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yamgiputi kegiatan
eksekutif, legislatif, konferensi penw,essrelease;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyeigmgga peliputan dan
dokumentasi; dan

e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pehplda dokumentasi.

Uraian tugas Kepala Seksi Peliputan dan Dokumeatidah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja diebbidang Peliputan dan
Dokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan ...
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b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahani skswgan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara efektif
dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawdbkagan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencaraaaam sebagai bahan
untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai baalaian kinerja bawahan;

d. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakgiputan dan
dokumentasi;

e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pevsntdan evaluasi
pelaksanaan peliputan dan dokumentasi;

f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kassupelaksanaan
peliputan dan dokumentasi;

g. memeriksa data untuk bahan kajian pengembanggyutseii dan dokumentasi;

h. menyusun rencana kegiatan kerja dan memfasilitagibpnaan peliputan dan
dokumentasi sebagai media informasi;

i. menyiapkan dan menyusun peliputan dan dokumentegiatan hubungan
masyarakat;

J. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan lagmtaksanaan lingkup
peliputan dan dokumentasi;

k. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan psmankebijakan umum di
bidang Seksi Peliputan dan Dokumentasi oleh pinmina

l.  melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPiheRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dalappe pelaksanaan
program Seksi Peliputan dan Dokumentasi sebaganbpkrtanggungjawaban
kepada pimpinan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dertggas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kemitraan Media dan Publikasi
Pasal 17

(1) Seksi Kemitraan Media dan Publikasi dipimpin olebrang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Kemintraan dan Media Publikasi mempunyugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Bidabhgrifian Masyarakat lingkup
kemitraan media dan publikasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbadd ayat (2), Kepala
Seksi Kemitraan Media dan Publikasi mempunyai fungs

a. pengumpulan ...
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pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kemitrestlia dan publikasi;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kemitraadiendan publikasi;

c. pelaksanaan lingkup kemitraan media dan publikagsingy meliputi
pengembangan kemitraan media skala kota, pembendajan pengembangan
media elektronik dan cetak; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kemitreedia dan publikasi.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Kemitraan Media dan Rasiliadalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja @ebidang kemitraan
media dan publikasi sebagai pedoman pelaksanaas;tug

b. menyiapkan bahan dan membagi tugas kepada bawekaai slengan rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaitsdinakan secara efektif
dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawdkagan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencaraaaam sebagai bahan
untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai badrdla@an kinerja bawahan;

d. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijadsaniir&an media dan
publikasi;

e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantaan evaluasi
pelaksanaan kemitraan media dan publikasi;

f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi sertditdasipembangunan
kemitraan media dan publikasi;

g. memeriksa/mengoreksi data untuk bahan kajian pebgegan kemitraan media
dan publikasi;

h. mengidentifikasi dan memfasilitasi pembinaan kemaitr media dan publikasi
sebagai media informasi;

i. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi sertéitdasipengembangan
kemitraan media dan publikasi;

J.  menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan lagmkksanaan lingkup
kemitraan media dan publikasi;

k. menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan psaankebijakan umum di
bidang Seksi Kemitraan Media dan Publikasi olehgoman;

I.  melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPiheRatah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dalappe pelaksanaan
program Seksi Kemitraan Media dan Publikasi sebagaahan
pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dertggas pokok dan
fungsinya.

BAB ...
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BAB llI
UPT
Pasal 18

Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dankatga UPT pada Dinas akan
diatur dan ditetapkan oleh Peraturan Walikota tetise

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas memputugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugadaBpeas berdasarkan
keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuagase prosedur dan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sew tenaga fungsional

senior yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputi#&pala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsingpal& Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, akegJPT dan
Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan iprinsoordinasi
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungaasimg -masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, $estansi lain di luar Dinas,
sesuai dengan tugas pokok.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengabawahannya masing -
masing dan bila teijadi penyimpangan agar mengaiabigkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundasgngan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggwadja memimpin dan
rnengkoordinasikan bawahan masing-masing dan mékahebimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mergikan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing naayiapkan

laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap ...
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(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuagarosasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagdiarbauntuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk member@tunjuk kepada
bawahan.

(6) Dalam penyampaikan laporan masing - masing kepéakam tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organis@si yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuanisesgi dibawabnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawalaamg-masing,
wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,artéétentuan Pasal 95 sampai
dengan Ketentuan Pasal 110 Peraturan Walikota Bandlomor 474 Tahun
2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satugani3asi pada Lembaga
Teknis Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota BagdTahun 2008
Nomor 21 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintap&eundangan Peraturan

Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita@aKota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 22 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 32



